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ANALISIS IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN 
HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA 
PERKOSAAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM 




Abstrak : bahwa korban dari tindak pidana perkosaan seyogyanya dapat 
dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan pidana. Bahkan bukan hanya 
perlindungan fisik dan psikis, tetapi diberikan hak kompensasi dan restitusi. 
Pendampingan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi 
masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga 
memenuhi rasa kemanusiaan. Serta aspek penghambat korban 
memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, yaitu: 
Substansi hukum; pemerkosaan dapat dilakukan dengan jari, benda 
tumpul, atau benda-benda lainnya. Struktur hukum; unit dan prosedur 
khusus kekerasan perempuan belum tersedia termasuk fasilitasnya di 
semua tingkat penyelenggaraan hukum. Budaya hukum; penyikapan 
terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, 
bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.  
 




Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup 
mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah 
diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajarisejarah, 
sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat 
                                                             
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu 
mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu 
ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda 
jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi 
di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau 
pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih 
memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui 
bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan 
perkosaan terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. 
Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan 
kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, 
maupun  pada  tahap  penjatuhan  putusan.  Selain  kesulitan  dalam 
batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau 
perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain2. 
Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korbankepada 
aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa 
faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aibyang menimpa 
dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasatakut karena telah 
diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jikamelaporkan kejadian 
tersebut kepada polisi. Hal ini tentu sajamempengaruhi perkembangan 
mental/kejiwaan dari para korban danjuga berpengaruh pada proses 
                                                             
2 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah 
Prevensinya, Jakarta, Sinar Grafika, 1996,  h. 81 
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penegakan hukum itu sendiri untukmewujudkan rasa keadilan bagi korban 
dan masyarakat. 
Upaya perekayasaan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya 
merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam 
era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk 
melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (pidana) nasional. 
Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional (di bawah judul: Tindak 
Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan Di Muka Umum, Bab 
XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar 
tindak pidana di bidang kesusilaan    (bukan    jenisnya    melainkan    
konstruksi    hukumnya)  masih memerlukan kajian secara khusus terutama 
dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi3.  
Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau 
menyelesaikan  kasus  perkosaan  ini,  hal ini memerlukan keberanian dari 
korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena 
pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi 
dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari 
pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses 
pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang 
menimpa dirinya. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat 
menuntut kerugian atau ganti rugi     terhadap pihak terpidana.  
                                                             
3 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, 
Bandung, Mandar Maju, 1995,  h. 106 
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Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif 
Indonesia diatur dalam4 : 
1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Secara implisit, 
ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberiperlindungan 
terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:“Pada perintah 
yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam haldijatuhkan pidana 
denda, maka bersama-sama dengan syarat umum,bahwa orang yang 
dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakimboleh mengadakan 
syarat khusus bahwa orang yang dipidana ituakan mengganti kerugian 
yang terjadi karena tindak pidana itu,semuanya atau sebagiannya saja, 
yang akan ditentukan padaperintah itu juga, yang kurang dari masa 
percobaan itu.”Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 
14a dan bKUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan 
menetapkan syaratkhusus kepada terpidana dengan maksud guna 
mengganti kerugianyang ditimbulkan kepada korban. 
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab 
IIITentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 
101,dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai 
kejahatanyang telah dialaminya sekaligus kerugian yang 
dideritanya.Dalam dimensi sistem peradilan pidana, kepentingan 
korban dalamproses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua 
                                                             
4 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan 
Viktimologi, Jakarta, Djambatan, 2004,  h. 135 
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aspek, yaitu: 
a. Aspek Positif 
KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan 
kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau 
penuntutan perkaranya dihentikan. Adanya  kontrol  ini merupakan 
manifestasi bentuk perlindungan kepadakorban sehingga 
perkaranya tuntas dan dapat diselesaikanmelalui mekanisme 
hukum.KUHAP juga menempatkan korban pada proses 
penyelesaianperkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu: Pertama, 
korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaanperkara 
pidana sebagai “saksi korban” guna memberi kesaksiantentang apa 
yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1angka 26 KUHAP). 
Kedua, korban hadir di sidang pengadilan dalam 
pemeriksaanperkara pidana sebagai “saksi korban” yang dapat 
mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah 
uang ataskerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat 
perbuatan terdakwa. Karena itu, saksi korban dalam kapasitasnya, 
memberi keterangan bersifat pasif. Kehadiran “saksi Korban” di 
depan persidangan memenuhi kewajiban undang-undang, memberi 
keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan 
dialaminya sendiri. Tetapi, dalam kapasitasnya sebagai korban yang 
menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalamperkara 
penggabungan gugatan ganti kerugian. 
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b. Aspek Negatif 
Sebagaimana diterangkan di atas, kepentingan korban dalam proses 
penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai 
aspek positif. Walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek 
negatif. Dengan tetap mengacu pada optic KUHAP, perlindungan 
korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang 
memadai. Konkretnya, korban belum mandapat perhatian secara 
proporsional5, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan 
perlindungan yang tidak langsung6. 
3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP  
Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-
Undang di luar KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan 
tersebut juga bersifat  implisit  dan  abstrak. Tegasnya, perlindungan itu 
bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang-Undang dimaksud 
adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia 
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 
                                                             
5 J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Pustaka 
Sinar Harapan, 1987,  h. 39 
 
6 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 
Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998, h. 58 
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Asasi Manusia 
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban 
Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk 
kekerasanterhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan 
posisiperempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. 
Citraseksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual 
laki-laki,ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, 
sehinggadia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan 
danpenyiksaan fisik serta psikis.Perhatian dan perlindungan terhadap 
kepentingan korban tindakpidana perkosaan baik melalui proses peradilan 
pidana maupun melaluisarana kepedulian sosial tertentu merupakan 
bagian mutlak yang perludipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana 
dan kebijakankebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan 
yudikatifmaupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. 
Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan 
kesejahteraan   umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk 
dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi 
dibidang jaminan sosial. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 
peneliti tertarik untuk mengadakan kajian terhadap bentuk pendampingan 
hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan oleh Lembaga Bantuan 
Hukum Di Kota Jayapura serta faktor-faktor penghambat yang dihadapi 
Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Jayapura dalam memberikan 
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pendampinganhukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Korban Perkosaan 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan   oleh   suatu   tindak   pidana.Menurut   Kamus   Umum   Bahasa 
Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan 
karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain7. 
Menurut I.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu 
dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit  adalah 
korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam 
berbagai bidan seperti korban pencemaran, korban  kesewenang-
wenangan dan lain sebagainya8. 
Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 
korban perkosaan adalah : Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa 
batas umur (obyek). Mengunakan kekerasan atau ancaman kekerasaan, 
Sedangkan seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita, tidak termasuk 
dalam kajian pasal 285 KUHP, sehingga korban pemerkosaan itu harus 
memenuhi unsur : 
                                                             
7 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op Cit, h. 48 
8 I.S. Susanto, Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 
1995, h. 89 
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1. Korban adalah seoarang Wanita tampa batas umur dan belum bersuami 
atau belum menikah 
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini 
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban niat dan tindakan 
perlakukan pelaku. 
3. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 
dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap  
wanita tertentu. 
Pengertian dan ruang lingkup korban menurut Resolosi Majelis 
Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara 
individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat  perbuatan atau 
tidak berbuat yang menlanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, 
termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 
bagian lain terutama mengenai pengertian “Victims of Power” bahwa orang-
orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat 
yang walaupun belum merupakan pelanggaran Menurut norma HAM yang 
diakui secara internasional juga termasuk dalam pengertian “Korban” 
Dalam Pasal 1 Sub 2 Undang-udang Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 
Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian 
korban yaitu: 
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a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, 
penganiayaan, pencurian. 
b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, 
pembajakan, perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan 
terorganisasi dan kejahatan melalui computer. 
c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan 
ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran 
terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, 
pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di 
bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-
perusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, 
pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya. 
d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum 
kekuasaanumum (illegal abuses of public power) seperti 
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan 
wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta 
penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya9. 
 
Menurut  Arif  Gosita,  korban  perkosaan  adalah  seorang  wanita, 
yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa 
bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan10. Dari definisi di atas 
dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut : 
1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) 
sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita. 
2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini 
berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan 
tindakan perlakuan pelaku. 
3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai 
dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 
wanita tertentu. 
                                                             
9 J.E. Sahetapy, Op Cit, h. 96 
10 Arif Gosita,Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para 
Korban Perkosaan (Beberapa Catatan), Jakarta, IND.HILL-CO, 1987, h. 12 
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Jenis-Jenis Korban Perkosaan 
 
Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk 
lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga 
kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu11 : 
a. Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya 
penanggulangan kejahatan. 
b. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu 
sehingga cenderung menjadi korban. 
c. Procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan 
terjadinya kejahatan 
d. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya 
memudahkan dirinya menjadi korban. 
e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang 
dibuatnya sendiri. 
 
Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 
Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 
mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: 
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan  
secara fisik, seksual atau psikologis,termasuk ancaman tindakan tertentu, 
                                                             
11 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban 
Kejahatan- Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT. RadjaGrafindo Persada, 2007, h. 49 
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pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang 
baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi12. 
Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat 
kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan 
kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi dimana-mana. 
Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi dari 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut: 
“Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah 
seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap 
perempuan secara tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan-
tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan 
secara seksual atau bersifat    ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, 
pemaksaan dan mendukung kebebasan”13. Kekerasan terhadap 
perempuan ialah suatu  bentuk ketidakadilan gender, atau suatu 
konsekuensi dari adanya relasiyang timpang antara perempuan dan laki-
laki sebagai bentukan nilai dan norma sosial. 
Definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihatadanya 
persamaan unsur antara tindak kekerasan terhadapperempuan dengan 
tindak pidana  perkosaan.   Persamaan   itu   antaralain:   korban   adalah 
perempuan; adanya kekerasan fisik, seksual danpsikologi; serta adanya 
                                                             
12 Anonim, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan 
KeadilanGender, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 66 
13 Rekomendasi Konvensi Eliminasi dari Diskriminasi Terhadap 
Perempuan atau CEDAW, (Artikel 1, 1992) 
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ancaman dan/ pemaksaan. Tindak pidanaperkosaan adalah salah satu 
bagian dari beberapa macam jenistindak kekerasan terhadap 
perempuan.Adanya keterkaitan antara tindak kekerasan 
terhadapperempuan dengan tindak pidana perkosaan berdasarkan uraian 
diatas, dapat dilihat dari beberapa unsur dari masing- masing yangdapat 
dibuat penggabungan definisi menjadi: “Suatu perbuatandengan ancaman 
berupa tindakan tertentu memaksa seorang wanitauntuk bersetubuh 
dengan pelaku sehingga menimbulkan  kekerasanfisik, seksual, dan 
psikologis”. 
 
Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perkosaan 
dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut14: 
Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.  Memperkosa : menundukkan 
dan sebagainya dengan kekerasan: melanggar (menyerang dsb) dengan 
kekerasan. Perkosaan : perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 
pelanggaran dengan kekerasan. 
Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsuseksual oleh 
seorang lelaki terhadap seorang perempuandengan cara yang menurut 
moral dan atau hukum yangberlaku melanggar”15. 
 
                                                             
14 W.J.S. Poerwadarminata, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, PN 
Balai Pustaka, 1984, h. 741 
15 Suparman Marzuki (et.al), Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, h. 25 
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Jenis-Jenis perkosaan 
Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut16: 
1) Sadistic Rape 
Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif 
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak 
menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan 
tubuh korban. 
2) Anger Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan 
marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan  
obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas 
frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya. 
3) Domination Rape 
Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk 
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap 
memiliki keinginan berhubungan seksual. 
4) Seductive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
                                                             
16 LBPP DERAP-WARAPSARI, Perlindungan Terhadap Perempuan dan 
Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan, Jakarta, Gugus Grafis, 2001, h. 29 
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merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya  
korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak 
sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai 
keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak 
mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks. 
5) Victim Precipitated Rape 
Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan 
menempatkan korban sebagai pencetusnya. 
6) Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiapkesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleholeh laki-laki dengan 
mengambil keuntungan yang berlawanandengan posisi perempuan 
yang bergantung padanya secaraekonomis dan sosial. Misalnya istri 
yang diperkosa olehsuaminya atau pembantu rumah tangga yang 
diperkosa olehmajikannya, sedangkan pembantunya tidak 
mempersoalkanatau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang 
berwajib. 
 
Proses Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan 
Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai kepentingan, baik untuk 
kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain, dan 
sudah menjadi manusiawi bahwa, manusia menginginkan kepentingannya 
tidak terganggu oleh pihak manapun. Sebagaimana dikatakan 
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Mertokusumo, “sejak manusia itu menyadari bahwa kepentingan-
kepentingannya selalu terancam atau terganggu oleh bahaya atau 
serangan, baik dari alam maupun dari sesamanya dan memerlukan 
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya”. 
Berdasarkan pemaparan di atas maka, dinamika di dalam kehidupan 
bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai konflik antar individu dengan 
lainnya, bahkan konflik yang  terjadi itu seringkali tidak dapat diselesaikan 
oleh para pihak yang terkait. Konflik itu dapat merugikan kepentingan-
kepentingan  baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain. 
Manusia yang telah dirugikan karena kepentingannya terganggu tersebut 
menginginkan adanya suatu bentuk pendampingan tertentu untuk dapat 
menuntut pemenuhan kepentingannya yang telah terganggu atau dirugikan 
tersebut melalui aparatur penegak hukum untuk memberikan bantuan 
penyelesaian imparsial (secara tidak memihak). Pengertian Pendampingan 
menurut  pasal   1   angka   6   Undang-Undang   Nomor   13   tahun   2006  
Tantang Pendampingan Korban adalah:“Pendampingan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa 
aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh 
Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 
undang- undang ini”. 
Adapun pengertian mengenai korban dicantumkan dalam pasal 1 
angka 2 yakni, “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental 
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” . 
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Berdasarkan kedua pengertian yang diamanatkan oleh Undang 
undang tersebut di atas maka, seseorang korban dari tindak pidana 
perkosaan seyogyanya dapat dilindungi hak-haknya dalam proses 
peradilan pidana. Bahkan bukan hanya perlindungan fisik dan psikis, tetapi 
diberikan hak kompensasi dan restitusi. 
KUHAP seharusnya mengakomudir hal-hal yang berkaitan dengan 
perlindungan korban tindak pidana perkosaan, baik berupa perlindungan 
fisik, psikis, kompensasi dan restitusi. Hal ini dimaksudkan agar dapat 
menanggulangi tindak pidana perkosaan yang akhir-akhir ini semakin 
marak diberitakan. 
Pendampingan terhadap korban perkosaan membutuhkan 
partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, 
sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam 
Pancasilasila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, 
yang memuat butir- butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang 
antara lain sebagai berikut: 
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan 
kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, 
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial,warna kulit dan 
sebagainya. 
c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesame manusia. 
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d. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposliro. 
e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 
f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 
Pendampingan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi 
rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila 
ke-5 yang berbunyi, “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia” yang 
memuat butir-butir nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia berikut 
ini: 
a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan 
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
d. Menghormati hak orang lain. 
e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri 
sendiri. 
Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana 
perkosaan   adalah   bahwa   memberi   perlindungan   kepada   korban 
adalah 
sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang 
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar1945 alinea 4 (empat) 
yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, 
yang juga di atur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 
 
Faktor Penghambat Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Di Kota 
Jayapura Dalam Memberikan Pendampingan  Hukum  Terhadap 
Korban Tindak Pidana Perkosaan 
 
Ada beberapa aspek penghambat korban memperoleh haknya atas 
kebenaran, keadilan, dan pemulihan, yaitu: 
Substansi hukum; dalam konteks pemerkosaan, hukum Indonesia 
hanya mengakomodasi tindak pemaksaan hubungan seksual yang 
berbentuk penetrasi penis ke vagina dan dengan bukti-bukti kekerasan fisik 
akibat penetrasi tersebut. Padahal pengalaman korban menunjukkan 
pemerkosaan bisa juga dilakukan dengan jari, benda tumpul, atau benda-
benda lainnya. 
Struktur hukum; meski lembaga penegak hukum mulai membuat unit 
dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap 
perempuan, khususnya kekerasan seksual, namun unit dan prosedur ini 
belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum 
didukung dengan fasilitas yang memadai. 
Budaya hukum; banyak penyelenggara hukum mengadopsi cara 
pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, 
penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan 
 
Analisis Implementasi Pendampingan Hukum….. Irsan  
LEGAL PLURALISM : VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2015 60 
 
korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Ketimpangan 
diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap 
korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, 
ekonomi, dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). 
Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau 
feodalisme, seperti antara orangtua- anak, majikan-buruh, guru-murid, 
tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil 
Faktor perlindungan saksi dan korban; tersedia tidaknya 
perlindungan saksi dan korban yang mumpuni. Pada sejumlah kasus, 





Bahwa bentuk pendampingan hukum terhadap korban tindak pidana 
perkosaan oleh Lembaga Bantuan Hukum Di Kota Jayapura bahwa korban 
dari tindak pidana perkosaan seyogyanya dapat dilindungi hak-haknya 
dalam proses peradilan pidana. Bahkan bukan hanya perlindungan fisik dan 
psikis, tetapi diberikan hak kompensasi dan restitusi. KUHAP seharusnya 
mengakomudir hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak 
pidana perkosaan, baik berupa perlindungan fisik, psikis, kompensasi dan 
restitusi. Hal ini dimaksudkan agar dapat menanggulangi tindak pidana 
perkosaan yang akhir-akhir ini semakin marak diberitakan. Pendampingan 
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terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang 
berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa 
kemanusiaan.  
Bahwa Ada beberapa aspek penghambat korban memperoleh 
haknya atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, yaitu: Substansi hukum; 
tindak pemaksaan hubungan seksual bukan saja berbentuk penetrasi penis 
ke vagina tetai juga pemerkosaan dapat dilakukan dengan jari, benda 
tumpul, atau benda-benda lainnya. Struktur hukum; meski lembaga 
penegak hukum mulai membuat unit dan prosedur khusus untuk menangani 
kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, 
namun unit dan prosedur ini belum tersedia di semua tingkat 
penyelenggaraan hukum dan belum didukung dengan fasilitas yang 
memadai. Budaya hukum; banyak penyelenggara hukum mengadopsi cara 
pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, 
penyikapan terhadap kasus tidak menunjukkan empati pada perempuan 
korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.  
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